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. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAHUN 2029.
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth, Sdr Pimpinan Rapat DPRD, Para Wakil Ketua, dan segenap
Anggota DPRD Kab. Kebumen ;

Ysh, Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah,
Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan seluruh

jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen ;

Ysh, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Direktus RSDS, Direktur RSUD
Prembun, Ketua BUMD di Kabupaten Kebumen, serta Camat se —

Kabupaten Kebumen ;

Rekan-rekan wartawan, Pemirsa Kebumen TV serta pendengar

radio IN FM yang berbahagia.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga kita dapat berkumpul dalam sidang yang penuh berkah
ini untuk membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten Kebumen. Semoga pembahasan ini menjadi amal
ibadah yang diridhoi-Nya dan memberikan manfaat bagi
kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat kabupaten

Kebumen.



Kemarin kita telah bersama-sama memperingati Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semangat
kemerdekaan, persatuan, dan gotong royong yang kita rayakan
bersama tersebut kiranya dapat terus menjiwai kita dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah, khususnya dalam membahas dan
menetapkan produk-produk hukum daerah yang berpihak pada
kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat

Kabupaten Kebumen.
Rapat Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi,
perkenankanlah kami fraksi Partai NasDem DPRD Kebumen
menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada Sdr Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan

umum fraksi

Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Ibu
Bupati Kebumen beserta jajaran eksekutif yang telah menyusun
dan menyerahkan 6 (enam) draf rancangan peraturan daerah

Kabupaten Kebumen.
Rapat Dewan Yang Kami Hormati

Berdasarkan penyampaian enam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen beberapa hari yang lalu, izinkanlah
kami fraksi NasDem memberikan pandangan untuk menjadi

masukan dan saran sebagai berikut:



1) RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERDA NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH (SOTK)

Fraksi Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap
peningkatan status BPBD ke Tipe A, penggabungan
Bakesbangpol ke dalam struktur terkait, serta perluasan fungsi
Dinas Pariwisata dengan menambahkan bidang ekonomi kreatif.
Namun demikian, kami meminta penjelasan yang lebih rinci
mengenai kesiapan anggaran dan sumber daya manusia, agar
perubahan status kelembagaan tersebut benar-benar disertai
peningkatan kapasitas yang konkret, bukan hanya sebatas

perubahan nama atau struktur administratif semata.

2) RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi dan
menyatakan dukungan terhadap penyesuaian Perda ini dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang
mencakup penyempurnaan puluhan pasal terkait mekanisme
penyusunan, perubahan, pengendalian, dan evaluasi dokumen

perencanaan pembangunan daerah.

Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa penyelarasan
ini penting untuk menjamin sinkronisasi dokumen perencanaan
daerah dengan perencanaan nasional dan provinsi, serta
memperkuat pendekatan perencanaan berbasis data dan
kinerja. Fraksi Partai NasDem berharap Pemerintah Daerah

dapat memastikan seluruh perangkat daerah memahami dan
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3)

4)

siap mengimplementasikan penyesuaian mekanisme ini secara

konsisten pasca penetapan Perda.

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Fraksi Partai NasDem pada prinsipnya mendukung
perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan)
tahun dengan masa jabatan paling banyak 2 (dua) periode,
sepanjang disertai ketentuan peralihan yang jelas dan tegas,
khususnya menyangkut status Kepala Desa yang sedang
menjabat, perhitungan periode masa jabatan, serta kepastian
jadwal Pilkades serentak pasca-perubahan, agar tidak
menimbulkan kekosongan hukum maupun multitafsir dalam
pelaksanaannya di lapangan, sehingga perubahan ini benar-
benar memberikan kepastian hukum bagi Kepala Desa

maupun masyarakat desa.

Karena aturan mengenai tunjangan purnatugas Kepala
Desa masih tergolong baru, setiap desa perlu menyiapkan
anggarannya melalui APBDes sesuai dengan kondisi keuangan

masing-masing desa.

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Fraksi Partai NasDem mendukung penguatan mekanisme
seleksi, mutasi, promosi, serta pengisian jabatan kosong
Perangkat Desa yang diatur lebih rinci dalam perubahan Perda
ini. Penguatan peran pembinaan Camat dan persetujuan
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Bupati dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa diharapkan mampu menutup celah praktik

yang tidak profesional dan menjamin objektivitas.

Fraksi Partai NasDem meminta agar ketentuan mengenai
disiplin dan sanksi administratif dirumuskan secara
proporsional dan berjenjang, sehingga memberikan kepastian
hukum baik bagi Perangkat Desa maupun bagi Pemerintah
Desa selaku pembina langsung, tanpa membuka ruang

subjektivitas dalam penjatuhan sanksi.

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Fraksi Partai NasDem menilai penyesuaian Perda tentang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan konsekuensi
logis dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa,
khususnya terkait penyesuaian masa keanggotaan BPD dari 6

(enam) menjadi 8 (delapan) tahun.

Fraksi Partai NasDem memandang penting agar
perubahan ini juga memperjelas hubungan kerja antara BPD
dan Kepala Desa, khususnya dalam pembahasan Peraturan
Desa, penyelenggaraan musyawarah desa, dan fungsi
pengawasan. Penguatan kode etik, tata tertib, dan mekanisme
pemberhentian anggota BPD juga perlu dirumuskan secara
rinci agar kelembagaan BPD benar-benar mampu menjalankan
fungsi checks and balances di pemerintahan desa secara

demokratis dan akuntabel.



6) RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

Fraksi Partai NasDem menyambut baik inisiatif
pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2029 sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat
puluh miliar rupiah) yang disisihkan bertahap pada APBD
Tahun Anggaran 2027 dan 2028. Langkah ini merupakan
bentuk kehati-hatian fiskal agar pembiayaan pesta demokrasi
lokal tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran
sekaligus, sejalan dengan amanat Pasal 80 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Terhadap besaran Rp 40 miliar, kami fraksi NasDem
berharap agar dasar perhitungan tersebut telah mengacu pada
standar kebutuhan riil penyelenggaraan Pilkada oleh KPU dan
Bawaslu Kabupaten Kebumen, termasuk proyeksi kenaikan

biaya logistik dan honorarium penyelenggara ad hoc.

Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban atas
penggunaan dana hibah oleh KPU dan Bawaslu Daerah agar
penyerapannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan

tepat sasaran;

Rapat paripurna Dewan yang kami hormati

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai
NasDem terhadap enam Raperda kabupaten Kebumen. Untuk

selanjutnya Raperda tersebut kemudian akan di bahas bersama



oleh Panitia Khusus DPRD Kebumen dan Eksekutif sesuai

peraturan perundang-undangan yang ada.

Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon
maaf jika ada kesalahan baik dalam tata cara penyampaian

maupun terhadap materinya.

Billahi Taufik wal Hidayah

Wassalamuw’alaikum Wr. Wh.
Kebumen, 18 Agustus 2026

FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Sekretaris

pé

FAIQ HASAN SRI PARWATI, A. Ma.




